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“Analisis Kelayakan Bentor sebagai Kendaraan Angkutan Penumpang Berdasarkan UU
No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”

“Feasibility Analysis of Bentor as a Passenger Transportation Vehicle based on Law
Number 20 of 2009 Regarding Traffic and Road Transportation”

I. PENDAHULUAN

Kemajuan perkembangan teknologi di ranah transportasi semakin canggih. Membuat
masyarakat berinovatif untuk mengganti moda transportasi konvensional menjadi moda
transportasi modern. Atas dampak dari adanya perkembangan di bidang transportasi, salah satu
moda transportasi konvensional menjadi transportasi modern adalah becak sepeda yang di
modifikasi menjadi becak motor atau bentor. Bentor adalah kendaraan roda tiga yang
menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak[1]. Fungsinya agar becak motor bisa melaju
dengan kecepatan yang lebih unggul dari penggunaan pedal yang dikayuh dan bisa melaju di
tanjakan tanpa harus susah payah mengayuh becak.

Keberadaan bentor di Indonesia saat ini lebih terjangkau di beberapa kota atau daerah,
terutama di Pulau Jawa. Bentor di tiap daerah di manfaatkan secara berbeda-beda, yaitu ada
yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan kehidupan masyarakat dan sebagai objek
penunjang pariwisata[2]. Banyak konsumen yang berpindah transportasi ke bentor dikarenakan
bentor bersifat fleksibel dalam memilih destinasi atau daerah yang dituju. Namun demikian, di
beberapa kota di Pulau Jawa pengoperasian becak motor tidak diizinkan beroperasi dan
dinyatakan ilegal[3]. Terlepas dari kenyataan bahwa masyarakat tetap memaksakan untuk
beroperasi, sehingga menimbulkan konflik dengan penegak hukum yang sedang bertugas[4].

Terkait permasalahan tentang bentor, adapun artikel yang ditulis oleh Fachmi lan
Yahya dengan judul “Motorized Pedicabs In Indonesia’s Legislative Framework”. Tinjauan
literatur ini memberikan pemahaman yang baik mengenai isu hukum terkait penggunaan becak
bermotor di Indonesia. Artikel ini membahas penggunaan bentor yang menjadi alternatif dan
manfaat bagi masyarakat Indonesia, walaupun belum adanya regulasi yang jelas. Penulis juga
mengulas beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang relevan sesuai isu
hukum. Terakhir, penulis menyimpulkan bahwa becak bermotor memiliki Klasifikasi khusus
untuk mendukung keselamatan pengemudi dan penumpang.

Mengacu pada poin regulasi di atas sangatlah dibutuhkan kejelasan, agar terintegrasi
secara efektif dalam pengaturannya[5]. Maka, hak pengemudi bentor dapat dilindungi dan
disesuaikan dengan moda transportasi lainnya jika terdapat regulasi yang tepat. Lemahnya
regulasi bentor terjadi apabila terdapat insiden lalu lintas, karena tidak ada tunjangan bagi
pengemudi dan penumpang[6]. Serta hal ini menimbulkan dampak kerugian bagi pengguna
jalan dan masyarakat yang menggunakan jasa angkutan. Dalam hal ini, selain regulasi dapat
memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pengemudi, juga dapat memperkuat
kualitas layanan yang diberikan[7].



Dapat disimpulkan dari paparan kasus di atas, bahwa penanganan kasus becak bermotor
dalam pengoperasionalannya sangat dibutuhkan. Penelitian yang saya lakukan saat ini berbeda
dengan referensi yang digunakan sebagai sumber artikel ini. Dalam penelitian ini lebih
memfokuskan penegakkan hukum yang tegas terhadap kelayakan bentor di jalan raya. Guna
memastikan bagaimana kelayakan dari aspek keamanan, standar layanan, dan dampak yang
timbul akibat tetap beroperasinya bentor di jalan raya. Walaupun pemodifikasian bentor telah
memenuhi Klasifikasi khusus[8], tetapi isu keselamatan dan keamanan wajib dipatuhi.

Rumusan masalah: apakah becak motor telah memenuhi standarisasi kelayakan sebagaimana
diatur pada UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pertanyaan penelitian : bagaimana kelayakan bentor sebagai kendaraan angkutan penumpang
berdasarkan UU No. 20 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

Kategori SDGs: sesuai dengan kategori SDGs 11 https://sdgs.un.org/goals/goalll

. METODE

Metodologi yang digunakan dalam penelitian penulisan ini adalah yuridis normatif
dengan berdasarkan pada jenis bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan
permasalahan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan statute
approach atau peraturan perundang-undangan sebagai sumber utama dalam penelitian
ini. Bahan hukum yang digunakan dalam menganalisis adalah mengaitkan peraturan
perundang-undangan dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga dapat
diperoleh kesimpulan dari permasalahan yang dikaji oleh penulis.

I1. Jadwal Penelitian

Berikut jadwal penelitian yang dapat dilihat pada gambar 1, meliputi tahapan kegiatan
dan waktu yang telah di tetapkan dalam setiap tahapnya.

. . Waktu (Bulan
No Tahap dan Kegiatan Penelitian aktu (Bulan)
1 2 3 4 5 6

1. | Persiapan Menyusun Proposal

2. | Pengumpulan Data
Mengumpulkan Data Primer
dan Sekunder

3. | Pengolahan dan Analisis Data

4. | Penyusunan Laporan

5. Dan Lain-lain

Gambar 1. Jadwal penelitian
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